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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sampai saat 

ini peran pemerintah Desa Lawalutolus sangat efisien, pemerintah desa menjadi 

ujung tombak pencegahan penularan COVID-19. Sesuai instruksi pemerintah 

terkait penanggulangan pencegahan COVID-19, pemerintah Desa Lawalutolus 

berperan sebagai fasilitator membentuk tim relawan COVID-19 tingkat desa 

yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa), babinkamtibmas, babinsan, babimpol, pendamping 

desa serta petugas kesehatan yang ada di desa. Selain membentuk tim relawan 

COVID-19 tingkat desa, pemerintah desa juga melakukan kegiatan-kegiatan 

yaitu sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19, pemberian bantuan 

sarana dan prasarana, sterilisasi fasilitas umum, posko siaga COVID-19 dan 

pemantauan warga yang melakukan isolasi mandiri. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pencegahan penularan 

COVID-19 di Desa Lawalutolus adalah Sebagian masyarakat belum menerima 

adanya virus Corona, Masyarakat tidak memakain masker karena merasa sesak 

nafas dan Masyarakat masih menghadiri kedukaan. Hal ini menjadikan peran 

pemerintah desa perlu semakin di tingkatkan dalam hal penyampaian informasi 

setiap saat dan pemerintah desa membuat peraturan baru seperti aturan 

menerima tamu, pemakaman, keagamaan, termasuk kegiatan keamaan dan 

lingkungan serta peraturan terkait pemakaian masker dan sanksi jika 

melanggarnya. Dengan adanya peraturan tersebut, warga desa mulai mentaati 

seperti selalu memakai masker apabila bepergian keluar rumah. 
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5.2. Saran 

1. Pemerintahan desa beserta relawan COVID-19 tingkat desa hendaknya 

mempertahankan bahkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama 

pada waktu pemberian informasi terkait pencegahan COVID-19 kepada warga, 

memberikan pelayanan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada dan respon 

yang baik. 

2. Senantiasa selalu sabar dalam menghadapi warga yang masih tidak mau 

mengikuti protokol kesehatan dengan benar, masih mengikuti acara kematian 

atau melayat keluarga yang meninggal dan berkerumun atau membentuk 

perkumpulan. 

3. Tetap menegaskan peraturan desa jika di anggap warga tetap bebal terhadap 

peraturan desa yang telah di terbitkan. 
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